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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUS] HANYUASIN

NOMOR (j TAHlJN 2000

'tENTANG

TATA CARA l'ENCALONAN, PEMlLlHAN, PELANTlKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMA't TUHAN )' ANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. b~hWa daiam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, l11akaDesa dip imp in
till,lh ~'!'?taiig Kepala Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari
calOn yang memenuhi syarat ;

b. t:l1lhWlI sebagai pelaksanaan pasa! 95 ayat (2) Undang - undang Nomor 22
t~hut\ 1!;l99 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 22 ayat (1) Keputusan
Mertteri DalamNegeri Nomor 64 Tahun ]999 tentang Pedoman Umum
Plltigat\ltaft merigenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-
langkah untllk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pel11ilihan, Pelantikan dan
Petl'.l?@rhent!!'ilKepa]a Desa ;

c. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalal11 huruf a
daft b peril! l11embentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ,

]. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pel11bentukan Daerah
Tingkat II dati Kotapraja di Sumatera Selatarl ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negata Nomor
1821 ); .

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ]999 NomoI' 00, Taiilbahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbang!lJ1 keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negtlra Nomor
3848) ;

4, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun ]999 telJtang
Teknik Penyusunan Peratl1ran Perundang - undangan dan Bentuk
Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan P€merintah dan
Rancangan Keputusaii Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ]999 Nomor 70 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Menteri Oalam Negeri, Keputusan Memeri Dalam
Negeri dan lnstruksi Menteri Oalam Negeri Mengenai Pelaks311aan Undang
- undang Nomor 5 Tahun ]979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 1999 tf"'tflng Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dcngan per'setuj uan .
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Dengau pl:rsetuj llan

DEWAN PERW AKIl.AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSl BANYUASIN

M.ElVlUTUSKAN :

PERATURAN DAEltAH KAltuPATEN MUS! BANYUASIN TEN TANG
TATA CARA PENCALONAN, PE1"lILUlAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB j

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dnlam P"raturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :
a. Daerah adal"h Kabupaten Musi Banyuasin ;
b. Pem",rimah Daerah adalah Kepala Daerahbeserta Perangkat Daerah

Otonom yalig lain sebagai Badan EksekutifDaerah ;
c. Kepala OIH'irahadalah Bupati Musi Banyuasin ;
d. PemgrintahM. baerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
.OtMgm oleh Peinerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;

e. Otonoml Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
metlgurus kepentlngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkart aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan pcrundang -
undangan;

f. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sctempat menu rut prakarsa scndiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republ ik
Indonesia;

g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Peran!,(kat Daerah.
Kabupaten ;

h. Camat adaIah Kepala Kecamatan ;
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten ;

j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di
Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

k Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
bersama - sama dengan Badan Perwakilan Desa ;

1. Bakal ealonadalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan
penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai baka] calon Kepala
Desa;

m. Calon adalah Calon Kepala Desa yang tdah mCl11cnuhi persyaratan
administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan ;

n. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang tdah l11endapat
persetujuan dari Badan Perwakilan Desa ;

o. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pel11ilihanCalon Kepala Desa ;

p. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;

q. Pejabat..
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q. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak lIntuk mengangkat
dan memberhentikan Kepala Desa ;

r. Pemilih adalah penduduk Desa yailg. bersangklltan dan telah memenuhi
persyaratan lIntuk mempergllnakan hak pilihnya ;

s. Hak pilih adalah hak yang dimiHki pemilih untuk mcncntllkan sikap
pilihllnnya ;

t. Penjaringan adaiah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari
segi administrasi inallpun kemamp"an dan kepemimpinan para bakal caJon
Kepala Desa ;

u. Penyaringan adalah seleksl yang dilakllkan oleh pantia pcmiJihan baik dari
segi admi!!i~tra~i mallpun kemampuan dan kcpcmimpinan para bakal CaJon
I\epala Desa ;

v. KlU11panyeadalah stHthl IlJedia yang dipcrgunakan untllk menarik simpati
pemilih yang dilakukal1. o!eh calon - calon yang berhak dipilih bel'upa
penyampaian program yang akii!l dilaksanakan.

BAB U

MEKANlsME PENCALONAN

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 2

(l) K!ilpalaDesa yang akah befakllir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum
b€:t'ilkhir,hams mengajllkan permohonan berhenti kepada BPD ;

(2) Berdasarkan permohomtn 1!erhenti dari Kepala Desa, BPD menlo'Usulkan
keplltla Bupali te[ltang perttoerhentiannya ;

(3) BPD membentuk l11!nltiaPemilihan untuk memproses pencalonan K8pala
Desa sebagai penggaiJti Kepala Desa yang bel'sangkutan.

Pasal 3

(1) BPD membentuk panItla pemilihan yang jllmlahnya se;\iai dengan
kebutuhan yang ditetapkan deng3Il Keplltllsan BPD ;

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 1m terdiri
dari unsur anggota BPD, unsur Perangkat Desa dan unsut tokoh
masyarakat yang susunan personaI1ariya sebagai berikut :
a. Ketlla merangkap anggota ;
b. Sekretaris adalah Sekretaris BPj) merangkap anggota ;
c. Beberapa orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan .

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasaJ Inl
mempunyai tugas :
a. Melakukan penjarillgan dan penyaringan bakal calon ;
b. Menerima pendaftaran bakal ('alon ;
c. Menenma dan mell\!tukliIJ penelitian administrasi persyatatan bakal

calon untuk ditetapk!:ln sltbagai calon ;
d. Melaksanakan penglljiall l)rogram kerja dan kemampuan talon llntuk

ditetapkan menjadi calon Y3.l1gberhak lIntuk dipilih ;
e. Mengumumkan nama - Dtlma calon yang berhak dipilih ;
f Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan

KepaJa Desa ;
g. Mengajukan.
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g, Mengajukan reneana biaya pemilihan ;
h, Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjulnnya disahkan oleh

Ketua Panitia Pemilihall ;
L Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara ;
J. Menetapkan undian tanda gambaI' bagi calon yang berhak dipilih ;
k, Menetapkarl tata tertib kampanye ;
1. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan

dengan pelanggaran tata tertib kampanye ;
m, Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan ;
n, MeJaksanakan pemilihan ealon yang berhak dipilih ;
0, Membuat Berit~, Aeara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih ;
p, Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata

tertib pemi1ihan,

Bagian Kedlla
Persyaratan Pemilih

Pasal4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara
Indonegia, clengan syarat - syarat :
a. Terdalhrr ~~biiga;penduduk desa yang bersangklltan secara sah sekurang -

kurangnya (5 ( enam ) bulan dengan tidak tcrputus - putus;
b, Sudah menea.pal usia 17 tahun atau te1ah pemah kawin ;
c, Tidak dicabut !lgX pi!ihnya berdasarkan Keplltllsan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hlikum yang tetap ;
d, Tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang

mengkhianati Pemerintah, Negara, Paneasila dan Undang - unclang Dasar
1945,

Bagian Keliga
Tata Cam Pendaftaran Pemi.lib

Pasal5

(1) Pendaftaran pemi1ih dilakukan oleh panitia pemilihan diJaksanakan dari
rurnah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Duslin guna
menghindari [<;)I'daftamyapemilih di bawah u1l1ur,pemilih dari luar desa dan
tidak terdaftarnya pemilih dua ka1i ;

(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu
bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar
penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang
ditetapkan paling lama;

(3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan BPD dilltnumkan di
papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui ;

(4) Del1-ian alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada
siapapun;

(5)Untuk menghindari teljadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap
pemilih diwajibkan memperlihalkan Kartu Tanda PendlldL!k ( KTP ) dan
tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah'serta surat panggilan
untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 6

Yang dapat dipilih Iflenjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia dengan syarat - syarat :
a. Bertaqwa kepada luhan Yang Maha Esa ;
b. Setia dan taat kepada Pancasila,Undang - undang Dasar 1945, Negara dan

Pemerintah Repubiik Indonesia;
c. Berkelakuan baik, jujur dar! ildil ;
d. Tidak pernah telibat larigsung maupun tidak langsung berdasarkan

keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara
Kesatuan RepLlblik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - undang
Dasar 1945 seperti G 30 S j PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang
lainnya;

e. Tid1\!t dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
lTI<lthpLlnyaikekuatan hukum yang telap ;

f 'tidak !lermih dihukum penjara karena melakukan lindak pidana ;
g. teJ'daftar sebagai penduduK desa yang bersangkutan secara sah dan

bertempat Hriggal di Desa yang bersangkutan sekurang - kurangnya 2 (dua)
tahun terakhir pada saat pendaftaraan bakal calon dengan tidak terputus-
putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;

h, Sl5kW'~.p..g - kuni.ngnya telah berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dan
U\?l1f!i,jl~j - tingginya telah berumur 60 ( enam puluh ) tahun pada saat
penda!l:aIMJ ;

i.. Sehat jasmani dan whim! yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter
Pemerintah ;

j. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa yang bersarigKutan ;
k Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
1. Memenuhi syarat -syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat;
m. Berpendidikan dan berijazah sekurang - kurangnya :

1) . Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sed~rlljat , untuk
Desa yang berada di luar wilayah ibukota Kabupalen ;

2) Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat, uhtuk Desa
yl;ng berada dalam wilayah ibukota Kabupaten .

•Pasal 7

(1), Penynrtngll.ll balml calon, pelaksanaannya didasarkan pada nama - nama
bilkat caton hasi! penyaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil
penyadngan sedikit - dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak - banyaknya 5
(Brna) orang bakal calon dan ditetapkan dengan berita acara penyaringan
baka! caJon;

(2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka
pendaftaran perpanjangan Selama 3 (tiga) kali dalam 1 ( satu ) bulan

Bagian Kelima
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

• Pasal 8

Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemillhan diajukan
kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipi lih.

BAB HI..
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BAB 1JI

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama
Kampanye

Pasal 9

(1) Kampanye merUjJilkan kesempatan bagi para calon - calon yang berhak
dipilh untuk menyampaikan program kerj a ;

(2) Panitla pcmilihan n10netapkan berbagai ketcntuan untuk Illcngatur supaya
pelaksanaan kampanye berjalan tanpa menggangb'U ketentraman dan
ketertiban masyarakat ;

(3) Pelaksanaan kalllpanye para calon yang berhak dipilih hendaknya
diarahkan pada hal ~ hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran
penyeknggaraan':Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pelllbangunan ;

(4) l'elaksa!1a1in kllmj,anye para cajon yang berhak dipilih diatur oleh panitia
pemillhan,

(5) Masa kampany~ ' sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal Ill! harus
se1esai paling lfimbat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara ;

(6) Panitia pemiJihan melakukan undian tanda gam bar scbc!um masa
kampanye dengan dilengkapi Berita Acara ;

(7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak dipekenar!kan diadakan
secara berlebihan dalam bcntuk pembagian barang, uang dan fasilitas
lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga !11engganggu
ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap cajon yang berhak dipilih
apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata ten,ib kampanye,
bempa perillgatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai cajon
yatW berhak dipilih;

(9) PenQ~.butan status yall~ bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih
,sebagaimanR dimaksud dalalll ayat (8) pasal ini, setelah Illendapat
persetujuan BPD,

Pasal 10

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

a. Mentaati segala ketentuan yang te1ah ditetapkan oleh panitia pelllilihan dan
BPD;

b. Radir pada saat pelllilihan, kecllali sakit Illendadak yang bersangkuta!l dapat
mewakilkan;

c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
d. Menerima dengan ikhlas, apabila tidak memperoleh suara terbanyak dan

tidak akan melakukan tindakan yang merugikall masyarakat, pemerilltah
dan pembangunan;

e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagiall Kedua .... ....
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Bagian Kedua
Pemilihan CaJon Yang Berhak DipiJih

Pasal II

(J) Sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan
suara, panitla pemilihan rnenglitTIUrrikannama - nama cajon, wakll1 dan
tempat pelaksanaan pell1ilihan ktlpada masyarakat menurllt cara dan
kebiasaan ma!iyarakat setempat;

(2) I'\Hnilihan littlen sl~bttgl!imana dimaksud dalam ayal (I) pasal illi dihadiri
ol~h 'Tim Monitoring dari unsur Kabupaten, Kecamatan, Pimpinan /
Anggota BPD, ptlllitia pemilihan dan dihadiri oleh calon yang berhak
dipilih;

(3) Apabila calon yang berhak dipi1ih sakit mendadak dan tidak bisa
menghadiri pelaksanaan rapat pemiEhan, maka yang bersangkutan dapat
mewakilkan atau diganH dengan phote;

(4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengllndurkan diri dan dalam
hal yang bersang\qJtan mengundutkan diri secara administratif dianggap
tidak tetJadi penguqdutarl diri;

(5) Dalam hal calon sejjagalmana diluaksud dalam ayat (4) Pasal ini mendapat
dukungan suati.t terbanyak maka calon tersebut diangggap batal;

(6) Untuk memmtukan calori. terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
pa9tll ini adaiah cajon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suaI'll.
terbanyak kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari
jumlah pemHih yanlJ menggunakaJ\ hak pilihnya;

(7) Dalam hal teljadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana
dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9) pasal 9 Peraturan Daerah ini yang
mengaklbatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pen1ilihan
Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) pasal ini,

Pasal 12

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalanl rapat jJel11ilihan
Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Peniilihan dengan
dihadirioleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jUr11!"hseluruh
pernilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pel11ilihan;

(2) Apabila pembukaan rapat pemilihan Calon Kepaia Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, jumlah pemilih belum mencapa: quorum,
pimpinan rapat mengundurkan rapat pemilihan paling lama 3 (tiga) jam
dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dull. pertiga) dari jumlah pemHih;

•
(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud daial11

ayat (2) pasal ini, quorum beluth juga tercapai, pelaksanaan rapat p~milihan
Calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambaHambatt1ya
dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorum liz (setenga!J) jumlah
pemilih;

(4) Pengunduran .",
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(4) Pengunduran waktu rapat pemi!ihan Calon Kepaia Desa sebagaimana
dimllksud dalam ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh
pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.

Pasal 13

Panitia pemilihan yang mempunyal hak memllih serla calon yang berhak dipllih
dalam p.,lhilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyal hak untuk menggunakan
hak pilihnya.

PasaI14

(1) Pemilihan cah~" yang berhak dipilih diJaksanakan secara langsung,
umLim,bebas dan [ahasia;

(2) Pemberian suara dilakukan dengah mencoblos tanda gam bar atau Jambang
dari calon yang berhak dipilih ctiHam biJik suara yang disediakan oleh
panitia pemilihan;

I,

(3) Seorang pemillih himya membefikiin suaranya kepada 1 (satu) orang calon
yang berhak dipilih;

('i) S"Jorang pemilih yang berhalafigan hadir karena sesuatu aJasan, tidak dapat
cliw!lkilkan dengan cara apapun.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia
pemllihlln menyediakan:
a. Papan tutis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai

dengan persetujuan BPD;
b. Surat suara yang memuat tanda gam bar atau Jambang dari cajon yang

berhak dipilih dan telah ditanda tangani oJeh Ketua Panitia Pemiilhan;
c. Dalam hal Ketua Panitia P"tnilihan berhalangan, penandatanganan kartu

SlIara ditandi tangani oleh Sekretalis;
d. Kotak suara terbuat dari kllYUdengan warna putih dilengkapi dengan kunci

gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian ,uara;
f. Alat pencoblos dan alasnya didalam bilik suara.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal16

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan keputusan BI'D.

Pasa! 17

(1) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar atau lambang dari ealon yang
berhak dipiHh utltuk petnunguliln suara setelah mendapat persetujuan BPD;

(2) Tanda gambar ...
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(2) Tanda gllmbar atau lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ••
iui, tidak boleh menggunakan garrlbar dan warna mirip peserta organisasi
peserta Pemilu dan atau ~imbol sesuatu OrganisasifLembag?
Pemerlntahan! Agama.

Pasal 18

(I) Sebelum melaks1makan p"mungutan suara, panltta pcmilihan mcmbuka
kotak suara dan mcmpcrlihatkannya kepada para pcmilih bahwa kotak
suara dalam kcadaan kosollg scrta menutupnya kembali, mcngunci dan
menyegel dengah mcnggunakan kcrtas yang dibubuhi cap alau stempel
partJtia t:!~lIiiHhan;

(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak
suara dipegang oleh Ketua Pai1itia Pell1iIihan.

Pasal [9

(1) Pell1ilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panita Pemilihan melalui
pemanggilan befdasarkan urutaii daftar hadir;,

(2) Setelah menetima surat s1-iara pemilih memeriksa atau meneliti dan
Ilpab!!a sumt BU!l!"E! ctill1aksucl dalall1 keadaan eaeat atau rusak pemilih
Dllfhak m@filit1t~surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara
ya!1* ~e.g~Jt~tag'ft1sak;

(l) Untult thcl1jaga kelanearan penukaran surat suara, pemilih harus
tl1eillefik!iadati melleliti dihadapan panitia pemilihan.

Pasal20

(1) :Peneut1losan Surat suara ctiJaksanakan dalam bilik suara dengan
menggunilkan alat ya!!g teiah disediakan oleh panitia pemilihan;

(2) Pemilih yang telah keluar dati bilik suara adalah pemilih yang telah
menggunakan hak pilihnya;

(3) Pemilih ;yang k!:liru mencoolos surat suara, dapat meminta surat Smll'abam
5lltelah !lllJ!Jyerahkan Surat Suara yang kelim dieoblos kepada panitia
p!?milihah;

(4) S~t,g!ah surat Suara dicoblos, petnilih memasukkan sural SHara kedalam
kotak suara YMS dlsediakail dalam keadaan terlipat.

Pasal 2 J

(l) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewaj iban
untuk:
a. Menjamin agar tata detnokrasi Paneasila berjalan dengan Jancar, tertib,

aman dan tetatur;
b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, teratur, jujur

dan adi!. .

(2) Pada saat pemungutan suatil dllaksanakan, para calon yang bethak dipilih
harns berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti peiaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;

(3) Panitia ..
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(3) Panitia pemilihan menjaga agar seliap orang yang berhak memilih hanya
memberikan saln snara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan
alasan apapun.

Pasa! 22

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara
dengan tidak menutup k~lnungidnan atas kesepakalan para calon yang berhak
dipilih Utlhi!t hlengakhid j'lli!mungulan suara sebelum waklu yang dilenlukan
alau fnglebi!ii baUls waklu yiltlg dilenlukan.

Pasal23

(1) Selelah peJaksanaan pemubgutan suara dinyatakan selesai, pamlla
pemilihan meminta kepada Itlasing-masing calon yang berhak dipilih agar
menugaskan 1. (saln) orang pemilih nnluk menjadi saksi dalam
pel'.ghitungan suara;

(2) Dala.m hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, pellghitungan suara
tetap beijal!li1 terns dan pemilihan dinyalakan sah.

Bagian Keempat
PelaksAhaall Penghitungan Suara

Pasal24

(1) Panitla IlsmHihan meih!lriksa keuluhan kotak suara serta membuka kOlak
suara dan rlietlgiliWflg sUral suara, setelah saksi-saksi hadir;

(2) Sellap lembar surat suara diteliti satu dem! satu unluk mengetahui suara
yang diberikan kepada cajon yang berhak dipilih dan kemudiiln panilia
pemHihMtn"nyebutkan gambar yang dicoblos lersebul, serta mencalalnya
III papan tulb yang dilelapkan sedemikian mpa, sehingga clapal dilihat
dengan jelas oleh semua sak~i yang hadir.

Pasal25

(!) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
a. Tidak tllEJIl.ggunakansurat suara yang diletapkan;
b, 'tid!Lk ditlUlda tangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
c. Terdapat tlUlda-tanda lain selain tanda yang ditelapkan;
d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identilas

pemilih;
e. Metnberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
f. MeMoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kolak gambar;
g. Coblosan mengena di luar garis balas kotak gambar.

(2) Alasan - alasan yang menyebabkan sural suara lidak sah, diberitahukan
kepada pemilih pada saat itu juga;

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah alau tidak sannya sural
suara, antara panitia pemilihan dengan calon alau saksi, maka Kelua Pan ilia
Pemilihan berkewajiban untuk menenlukan dan bersifat mengikat.

Pasal 26
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Pasal26

(1) Untuk cajon !ebih dari 1 (SlltU) orang, hams memperoleh suara sekurang-
kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak
pilihny!t dan untllk calon 1 (satu) orangltunggal 'h (setengah) ditambah 1
(satu);

(2) Apabila tidak seorang '2alonpun mendapat dukungan. suara terbanyak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, panitia pemilihan
mengadaltl\.n pemilihan ulang;

(3) P"'l1jillhlllj ulang sebagain1ana dimaksud dalam ayat (2) pas'll ini
dlJaksanakal1 selambat-lamtJatnya 30 . (tiga puluh) hari sejak saat
p~handatariganan Berita Acara Pemi lihan;

(4) Api!bila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
pasal ini ha~iInya tetap sama maka Ketua BPD menunjuk Pejabat Kepala
De~[l.

Bagian Kelima
Penetapan Ha31lPenghitungan Suara

Pasal27

(1) Setelah I,)llftMhirungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan
membaeakan Bilrita Acara Pemilihan didepan para ealon yang berhak
dipilih dan saksi;

(2) Berita Acara: Pemilihan $ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
diketahui dan ditanda tfltlgani oleh para calon dan atau sakSi, ketlia dan
an~!lotapanitia pemllihan pad a saat itu juga serta menyetahkan kepada
npo;

(3) KghHI Panit!a Pemilihan sebelum menlo'Umumkan Cillon
membe:rJktll1 kflsempatiln kepada BPD untuk memberikan
pgl~-k~,.IJ)ili1np"mHihan;

terpilih,
penilaian

(4) K'llua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Qalon yal1g berhak
dipilih dllJ1 menyatakan sa.hnya pemilihan calon terpilih.

Pasal28

(I) Apabihl Jebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara
terblLtlyak dl!;!:1g11li jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang
hanya untuk calon-ealon yang berhak dipilih dengan perolehan jUll11ah
suara yang sarna;

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud
dilaksanakan selambat-Iambatnya 30
penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

dalam ayat (I) pasal in;
(tiga puluh) hari sejak

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam a)'1\1(2) pasal ini
hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon yang terpilih dan
diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.,

Pasal 29 ..
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Pasal29

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah
pemilihan, Keiua Panitia Pemilihflfl mengajukan calon terpilih kepada BPD
dengan dilengkapi B~rjla Acara PemHihan,

BAB iV

PEI\'tBATALAN PEMILlllAN DAN SANI(SI

Pasal 30

(1) Pembatalan llf,liniIihan daiam hal tertentu dapat dilakl.lkan oleh Pejabat
Y!lP.& berwenang berdasarluin masukan dari gPD dan panitia pemilihan ;

(~) Allggota partitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
P~rl!!uran Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran
tefft1!dap k~tentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk
kepenli!iganpribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

B!AYA PEM!LlHAN KEPALA DESA

Pasal 31

0) Biaya Pemilihan Kepala besa ditanggung oleh Pemerintah Desa.;

(2) Biay!! Pem!lihan Ket,alil Desa sebagaimana dimaksud dalal11ayat (1) pasal
ini, ditetapkan dalal11Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa ;

(3) Apabila Anggaran PeJ.1dapatan dan Belanja Desa tidak mel11ungkinkan,
berdasatkan hasil kesepllkatan bersama panitia pemilihan dl'.li Galan dapat
dibiJbllnkl!!lk~pada para calon ;

(4) Biaya pemWhan Kepala Desa dipergunakan sehemat - l1emalliya sejak
j:l!ilfsillpan~lltl1paidengan pelantikan.

BAB VI

PENGESAHAN, P'ENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

(1) H<l~il p~tnillhlln Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD
b€rd~.8arki\n laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panilia pemilihan dan
di5ahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Blip!!.!i tentang
Pengesahan Calon Kepala Des!!.Terpilih ;

(2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa selambat - iambatnya
30 ( tiga puluh ) hari sebelul11berakhir l11asajabatan Kepala Desa yang
bersangkutan ;

(3) Kepala Desa dilantik oleh Bupali atau Pejabat lain yang ditlliJjuk ;

(4) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala
pelantikan diberikan Surat Keputusan BPD .

Pasa! 33 .

uesa pada saat
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Pasal 33

(1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang bam dilaksanakan lepat pada saat
berakhirnya maSa Jabatall Kepala Desa lama;

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini,
Kepala Desa yang b~tsangkutan diambil sumpah / janji menurut
agamanya dei1gan sungguh - sungguh, oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk untuk itu, disaksikan para Anggota BPD dan pemuka - pemllka
masyarakat lainh}'1.ldalam wilayah Desa yang bersangklltan ;

(3) Susunan kata - !talil $umpah / janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
" Dem! AJli\h, Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi
kew!l,Hl1iHiij'!yli sclaku Kepala Desa dengan sebaik - baiknya, sejlljur -
ju]umyi! liilrt seadH - adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam
meh,!;!ittlllikarldan 'tlempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan
bl1hwa ~(iy1iakan meriegakkan kehidupan demokrasi dan Undang - undang
DMilr 1945 !jilbagai K.pnstitusl Negara, serta segala peraturan perundang -
undtt!1gan yang llllrlakU bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik
IndOEesia".

Pasal 34

Apabila. pelttksanaan pillantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka
!J€!l!\ht1kll!tdilaksanakan pacta hari kerja berikutnya atau sehari sebelurn hari
Hbut,

Pasal 35

Pelantika!i K~)!,!!!'iDesa y~Jjg tidak dapat dilaksanakan tepat pada wakh.lhya
karena alasan - alaSiH!yttlig dapat dipertanggllgnjawabkan, dapat ditllncta paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Kepala Dgsa yang
ber3anl!lkuta!1 atas persetujlJiil'l Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa
ylt!lg lama ietap melaksaI!1lkan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasa] 36

Ketentuan s.,bagalmana dimabl.ld dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini, berlaku
pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepa]a Desa .

Pasal 37

(1) Masa Jabatan Kepala Desa 5 ( lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kemb!l!l untuk I (satu) priode berikutnya ;

(2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh
dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang
bllrsangkutall,

Pasal 38

(I) Bagi Pegawai Negeri atau putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala
Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan hams bertempat tlnggal di Desa
yang bersangkutan ; .

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa,
dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya seitlmll menjadi
Kepala Desa tanpa kehilangan stat1l5nya sebagai Pegawai Negeri Sip!! ;

(3) Kepala Desa .
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(3) Kepala Desa yang dipilih!di~lllgkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak
mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya
dapat diberikan tainbahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang
. dibebankan kepadtl Allggaran Pelldapatan dan Belanja Desa ;

t

(4) Daftar Penilaian PelaksatUUin Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dJmaktiud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi
!lJdukhyil ct~jjgiindata perlilaian dari Camat setempat ;

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala
Desa dikembalikan ke instansi iriduknya ;

(6) Pegawai Negeri dati Anggota TN! dan POLRJ yang dipilih menjadi Kepala
Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB VU

PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

P:H!al39

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan,
bertanggungjawab kepada raky<lt melalui BPD dengan
lapbran mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupali ;

Kepala Desa
menyampaikan

(2) Pertanggungjawaban dEffl laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa
~!tb~..gaimanadimaksud dalarr! ayat (1) pasal ini, disampaikall sekurallg -
kura!lgnya sekali dalam 1 (sail!) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran,

Pasal 40

(1) Pertanggl1l1gjaWllban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk
pertanggungjawaban keuangan, harns dilengkapi atau dlsempurnakan dan
dalam jangkawaktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari disampaikan kembali
kepadaBPD;

(2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah di!engkapi atau
disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya BPD dapal mengusulkan
pemberhentian Kepa1a Desa kepada Bupali .

Pasal 4 1

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akaiJ b"rakhirnya
masa Jabatan Kepala Deja ,,,cara teltulis 6 (enam ) bulan sebelum berakhir
masa j abatan ;

(2) 3 (tiga) bulan sebelurn berakhir masa jabatan, Kepala Desa mel1yampaikall
pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD ;

(3) selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya rnasa jabalan,
BPD segera memproses pemilihan Kepa!a Desa yang baru.

BABVIII.
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BAB VIII

LA'RANGAN DAN T1NDAKANPENYlDIKAN
TERHADAP KEPALA DESA

Bagian Pertama
Larangan Bagi Kepala Oesa

Pasal 42

(1) Kepala OeM dilarang :
a. Melanggar persyaratal1 yang ditentukan untuk menjadi Kepala Oesa

sebagaimaan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
b. Melakukan hal - hal yang dapat merusak kehormatan atau martahat

Negara, Pemerintah, l>emerintah Desa dan masyarakat ;
c. Melakukah kegiatan ~ kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi

hWlljiban, yang rnerugikan kepentingan Negara, Pemerintah,
Pe!tJ.erint!lhDaerah, Pemerintah Oesa dan masyarakat Oesa ;

,1, Menyaiahgunakan wewenang, bertindak' sewenang - wenang
melakukan peftyr;;lewetigah dan bertindak diluar ketentuan peraturan
perundang - und!!ngan yang berlaku;

e. Melakukan perbUataii yai'ig' bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan y!lng berlak.-u dan atau norma - norma I adat
istiadat yang hidup dan Derkembang dalam masyarakat .

(2) J1!Jntall Kepala Desf.l tidi!k boleh dirangkap dengan jabatan apapun di
llngkungHl11)enterinUlhatl pada semua tingkatan.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 43

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah ada
persetujuan dari Bupati ;

(2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan - ketentua.n yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini adalah :
a. Terhl11gkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

delll,jan pidana 5 (lima) tahun atau lebih ;
b. Dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam

dengan hukuman mati;
c. Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

pasal ini dilakukan, hal ini harus diberitahukan kepada Bupati selambat
-lambatnya dalam Z x Z4 jam.

BAB IX

PEMBERHENTlAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pemb-:rhentian Sementara

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan
sedang dalan1 proses peradilan dapat diberhentikan semetuara dengan
Keputusan :BPD atas pet'setujuan Bupati ;

(2) Selama .
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(2) Selama Kepala Desa dikellakan pel11berhentian sel11entara, tugas sehari -
had dilakukan oleh seorang i'ejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh
BPD atas persetujuan Bupati ;

(3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang ditlldllh melakukan tinclak piclana
untuk kepentingan proses pemeriksaan / penyidikan, hanya dapal clilakllkan
atas izin Bupati ;

(4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keplltusan Pengadilan yang
telah mel11punyai kekuatan huklll11 yang tetap, pejabat yang berwenang
l11encabut Keputusan Perhberheiltian Sementara Kepala Oesa yang
bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalal11 hal yang bersangkutan
dinyat!!kan tidak bersalah dan l11enunjukkan sikap yang baik selal11a
pemberhentian sementara atau diberhentikan dalal11hal yang bersangkutan
dinyatakan bersalaq;

(5) Apabila berdaSaI'k~n Keputusan Pengadilan Tingkat .Pertama, terbukii
melakukan perl1W!tan yang ditudllhkan, sedang Kepala Desa yang
bersangkutan l11eiahikan upaya Banding, maka selambat - lal11batnya 1
(satu) tahun 8~!1k Putusan .Pengadilan Tingkal .PeJ1al11a,sekalipun upaya
Banding dimaksud' be1um se1esai, BPD l11engusulkan agar Kepala Desa
yang bersangkutan diberhentikan,

Bagian Kedua
Pel11berhentian Kepala Desa

Pasal 45

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD k<ltenll :
a, Meninggal dUnia;
b. Atas permintaan sendiri ;
c, Berakhir maSR jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baw atau

Pejabat Kepala Desa ;
d, Tidak lagi l11emenuhi salah satu syarat yang ditenlllkan sebagail11ana

dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
e, Melanggar sumpah / janji sebagaimana dil11aksud clalam pasal 3j ayat (3)

Peraturan Daerah ini ;
f Mengalami krisis kepercayaan masyarakat Desa yang juas akibal kasus

yang me1ibatkan tanggungjawabnya dan keterangannya atas kasus itu
ditolak BPD ;

g, Sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peralUran
penmdang - undangan dan atau norma - norma kehidupan masyarakat Desa
yang bersangkutan,

Pasal 46

(I) Pemberhentian K"pala Desa karena alasan - alasan sebagairJiana ditllakslld
dalam paMI 45 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keplltusan BPD
dan disahkan oleh Bupati ;

(2) Keplltusan BPD sebagaimillla clil11aksllddalam ayat (1) pasal ini, clitetapkan
melalui Rapat BPD yang dihadiri sejllmlah anggota gPO dan jJlIlllsan
diambil dengan persetujuan sekurang - kurangnya 2/3 clari jumlah anggola
yang hadir,

Pasa147.
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Pasal 47

Kepala Desa yang meialaikan tugaSlJya atau melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peratlirah penmdang - udangan yang berlaku, sehingga
merugikan Negara, baerahlIlesa dan alau masyarakat Desa, dikcnakan sanksi
dan atau t!ndakan administr;lsi bcrdasarkan pcraturan perundang - undangan
yang berlaku.

Pasal 48

(1) Bagi Kepaia Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibaJiriya karen a sakit atau mengalami keeelakaan dalam
menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan bel1urut - turut ,
maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan
pengujlah kesehatan yang bersangkutan kepada MajeJis Penguji
Kesehalan;

(1) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
oahwa Kl1pala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang
cli1n kewaJib!mnya, mak!! BPD mengusulkan pemberhentian yang
bersangkutaJ1 kepada BUpati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan
menetapkaiiPejabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kli\pal~ Desa yahg berasal dar! Pegawai Negeri yang belurn berakhir masa
J!l!:JiHi\!iiJ.}iatidak dapat diberherltikan dengan alasan bahwa yang bersangkulan
menHlsulii 115iaatalJ sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 50

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belu1Jl berakhir l11asa
jllbatannya tidak dapat dic~Jop~kan:
t>. Dalam jabatan slrukiural, fungsional atau anggota DPR I MPR, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten keeuali yang bersangkutari bersedia
meninggalkan jabatan Kcpala Desa dan Pejabat yang berwenang
mengizinkan ; .

b. Sebagai Calon Kepala Desa di desa lain.

Pasal 51

Kepala Desa Y!1l1gb~rasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau dib€rhentikan
oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang
bersangkutan belum memasuki mnsa pensiunnya.

BAB X

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 52

(I) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputlls<llJ BPD
atas persetujuan Bupati;

(2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam aya! (I) pasaI ini,
adalah Sekrelans Desa yang bersangkutan atau Pejabat !t1!a yang ditunjuk
oleh Pejabat ; yang berwenang dan p<,;ngangkalannya ditelapkan dengan
Keputllsan B~D atas persetujllan Bupati ;

(3) Masa ....
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Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimakslld dalam ayat (2)
pasal ini, selama - lamanya 1 (satl!) tahlln terhitllng muJai tanggal
pelantikannya;

(4) Pejabat Kepala Desa diambil surnpah / janji dan diJantik oleh I'ejabat
yang ditunjuk.

Pasal 53

Hak, wewenang dan kewajibart Pejabat Kepala Desa adalah sarna dengan hak,
wewenang dart kewajiban Kepala Desa.

BABXI

PEMBlNAAN KEPAl.;\ DESA

Pilsal 54

l'erhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban
!tl!!!!ye1ertggarakan pempekalan mengehaiwewenang, tugas dan kewajiban serta
i\~l'gk.a~pek laihnya yang menyangkui: penyelenggaraan Pemerintahan Desa.- .

Pasal55

Pembekalan sebagaimana dimakBud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah ini, harns
dilakukan secara t~rprogralll dan terpadu selia diarahkan untuk dapat
meningkatkan lrualita~ Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sesuai clengan tUl1tutan kemajuan zaman.

BABXII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal56

(1) Apabila penyelenggaraan pcncalonan sampai dengan pengangkatan Kepala
Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memp<;;rpanjang
waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala
Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa
hasil pemilihan;

(2) Apahila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) pasal
ini temyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati melletapkan
Pejabat Kepala Desa.

Pasal57

Kepala Desa yang masa jabatannya telah ditetapkan 8 (clela!)an) (ahun,
sepanjang yang bersangkutan diniJai baik oleh BPD dapat tetap' melaksanakan
tugas sampai akhir masa jabatannya.

BABXIU .
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

(]) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan Iebih Ianjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 30 Oktober 2000

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 Nopember 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUST BANYUASTN TAHUN 2000 NOMOR 11
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